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A. lalar Belakang

Pendidikan nasional b€rfungsi mengembangkan kemampual dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yarrg bermartabat dalam

rangka mencerdaskal kehidupan bangsa, bertujuan untuk

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman

dan bertakwa kepada Trrhan Yajlg Ma}la Esa, berakhl,ak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, nandiri, dan menjadi warga negara yang

demokatis serta bertanggung jawab. Untuk mencapai butir-butir tujuan
pendidikan tersebut perlu didahutui oleh proses pendidikan yang

memadai. Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka

s€mua aspek yang dapat mempengaruhi belajar peserta didik hendalmya

dapat berpengaruh positif bagi diri peserta didik, sehingga pada akhimya

dapat meningkatkar kualitas pendidikan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional.

Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi,

peran, dan kedudukal yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga

profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembeLajaran

sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hal< yalg

sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang

bermutu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentan8 Guru dan Dosen

menegaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik,

kompetensi, sertifikat pendidik, sehatjasmarri dan rohani, dan memenuhi

kualifikasi lain yarg dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat
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bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah adalah

menyelenggarakan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Oleh

karena itu, maka Pemerintah Daerah Provinsi berhak mengarahkan,

membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan

serta wajib menjamin tersedianya sumber daya guna terselenggaranya

pendidikan bagi setiap warga negara pada jenjang pendidikan menengah

dal pendidikan khusus.

Guru sebagai salah satu sumber daya pendidikan merupakan

komponen penting dalam sistem trEndidikan. Guru adala pendidik

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

pendidiksn menengal:r (SMA dan SMK) dan pendidiksn khusus (SLB

satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB). Guru diharapkan

memitki kompetensi dimensi penguasaan pengetahuan profesiona.l,

dimensi pembelajaral profesional, dan dimensi pengembalgan profesi

berkelanjutan. Begitu pula Guru yang diberi tugas sebagai Kepala

Sekolah, harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan

orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekol,ah, dan

meminpin pengembangan s€kolah.

Guru-guru terbaik dapat dipilih untuk diberi tugas sebagai Kepa.la

Sekolah, dan Guru serta Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah

dapat diangkat dalzrn jatratan Pengawas Sekol,ah. Untuk itulah maka

perlu adanya pengaturan pola karir Jabatan Fungsional Guru, Guru yang

diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah pada Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang menggambarkan alur
pengembangan karir dari Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

Potra karir Jabatan Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai

Kepala Sekolah, dar Pengawas Sekolah merupakan bagian penting dalam

pembinaan dan pengembangan karir Guru, Kepa.la Sekolah, dan

Pengawaa Sekolah serta dalam upaya meningkatkan profesionalitas,

motivasi kerja, dan p€merataan Guru dan Pengawas Sekolah pada Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
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B. Pengertian

Pola lhrir Jabatan Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai

Kepala Sekolah, dart Pengawas Sekol,ah adal,ah pola dasar mengenai

urutan penempatan dan/atau perpindahan Jabatan Fungsional Guru

dalam dan antar posisi di setiap jenis dan/atau jenjang secara

berkesinambungan dengan memperhatikan jalur karir.

D. Prinsip Pola Karir

Prinsip Pola Karir JabatEn Fungsional Guru dan Pengawas SekoLah

sebagai berikut:

t/

C. Maksud dan T\rjuan

Penyelenggaraan Pol,a Karir dimaksudl€n untuk mewujudkan pola

dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan Jabatan

Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan

Pengawas SekoLah di setiap jenis Jabatan secara berkesinambungan.

Ttrjuan pembinaan dan pengembangan Pola Karir Jabatan

Fungsional Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan

Pengawas Sekol,ah adalah untuk:

1. memberikan kejelasan dan kepastian karir kepada Guru, Guru yang

diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah sMA,

SMK, dan SLB;

2. memberikan kesempatan yaJrg sama kepada setiap Guru, Guru yang

diberi tugas sebagai Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah untuk

mengembangkan karir sesuai dengan kompetensinya;

3. menjamin keselarasan potensi Guru, Guru yang diberi tugas sebagai

Kepa.la Sekolah, dan Pengawas Sekolah dengan kebutuhan

penyelenggaraal tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Barat;

4. meningkatkan profesionalitas Guru, Guru yang diberi tugas Bebagai

Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah SMA, SMK, dan SLB;

5. rneningkatJ<an motivasi kerja Guru, Guru yang diberi tugas sebagai

Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah SMA, SMK, dan SLB; dan

6. pemerataan mutu Guru, Guru yang diberi tugas sebagai Kepala

Sekolah, dan Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat.

/
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1. Kepastian

Kepastian adalah Pola Karir Jabatar Fungsional Guru dan Pengawas

Sekolah akan memberikan kejelasan karir bagi Pejabat Fungsional

Guru dan Pengawas Sekotah sepanjang memenuhi ketentuan yang

bertal<u.

2. Profesionalisme

Profesionalisme adalah Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan

Pengawas Sekolah akan mendorong peningkatan kompetensi dan

prestasi ketja Pejabat Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah.

3. Transparan

Transparan adalah Pola Karir Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas

Sekolah dilakukEm secara nyata, jelas, terbuka, dan dapat

dipertanggun gjawabkan.

E. Pengangkatan Pejabat Fungsional Guru yang diberi tugas sebagai Kepala

Sekolah dan kaitannya dengan rekrutmen, penempatan, karir, promosi,

pemindahan/mutasi, dan pemberhentian Kepala Sekolah diperlihatkan

dalam gambar di bawah ini:

+ + dL

+ +

+
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Gambar I . Alur Penataan Kepala Sekolah
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Penjelasan:

a. Rekmtmen/penyiapan kebutuhan Kepala Sekolah dilaksaaakan

melalui tahapan:

1. pengusulan bakal ca.lon K€pata Sekolal (BCKS);

2. seleksi administrasi dan asesmen khas Jawa Barat:

3. seleksi substansi; dan

4. diklat calon Kepala Sekolal (Diklat CKS) dart calon Kepala

Sekolah yang memiliki SfiPP.

b. Pengangkatan Kepala Sekolah meLalui Tim Pertimbangan

Pengangkatan (TPP) Jabatan dan hasil Asesmen Komprehenaif Khas

Jawa Barat, berdasarkan data calon Kepala Sekolah yang memiliki

S'TTPP.

c. Penugasan Kepala Sekolah pada SMA, SMK, atau SLB yang

diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan periodisasi.

Setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waldu 4 (empat)

tahun. Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala

Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling baayak 3 (tige) kali

masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun. Penugasan

Kepala SekoLah periode pertama pada satuen administrasi pangkal

yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa

periode atau 8 {delapan) tahun. Penugasan Kepala Sekolah

berdasarkan hasil peniLaian prestasi kerja setiap tahun dengan

sebutan paling rendah 'BailC. Datam hal hasil penilaian prestasi

ke{a tidak mencapai dengan sebutan paling rendah "Baik", Kepala

Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya

sebagai Kepala Sekolah.

d. Pola Karir Kepala Sekolah merupakan pola dasar mengenai urutan

penempatan dan/atau perpindahan Kepala Sekolah dalam dan antar

kedudukan di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.

e. Promosi Kepala Sekolah merupakan kelanjutan dari karir berupa

pengembangan profesi dan peningkatan karir menjadi Pengawas

Sekolah.

f. Perpindahan/mutasi Kepala Sekolal merupakan proses perpindahan

tempat tugas dari satu SMA, SMK, atau SLB ke SMA, SMK, atau SLB

Lain atas dasar kepentingan dinas. Proses pemindahan Kepala

Sekol,ah oleh pejabat yang berwenang, mengacu pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dijel,askan pada mekanisrne

lJ
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penataan. Perpindahan Kepala Sekolah dapat dilakukan antar satuan

pendidikan da.lam satu kabupaten, antara kabupaten da-lam satu

provinsi dan antara provinsi.

g. Pemberhentian

Pemberhentian Kepala Sekolah merupakan penghentian jabatan

sebagai Kepala Sekolah yang disebabkan oleh alasaa tertentu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundalg-undalgaa.

F. Penugasan dan perpindahar Kepala Sekol,ah secara periodisasi

Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada SMA, SMK,

atau SLB yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun darl paling lama 2

(dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun. Periode pertama dan kedua

dapat pada SMA, SMK, atau SLB yang sama. Penugasan Kepala

Sekolah periode ketiga pada SMA, SMK, atau SLB yang berbeda.

Klasifrkasi SMA, SMK, atau SLB bisa sama misalnya dari SMA, SMK,

atau SLB yang klasfkasi-nya B dipindahkan ke SMA, SMK, atau SLB

yang klosfllcasi-nya B atau naik ke SMA, SMK, atau SLB klasfr(asi A

berdasarkan hasil penilaian prestasi.

Penugasan dan pemindahan kepata sekolah berdasarkan

periodisasi, diuraikar pada gambar di bawah ini.

H,",r p.,ir"i- ti",!;" p.ri,g r-d"t "t &"drF dibdlnld Fuslony. Ebds.i k.p.L s.lol$
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S.ri.I t hu diLkukx F.n[.Lr PBr[l vcrr. v*p.r. S.loLh (PPKIG)
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k

Gambar 2. Periodisasi Penugasan Kepala Sekolah
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Setelah menyelesaikar tugas p'ada periode ketiga, Kepala

Sekolah dapat diperparjang penugasannya untuk periode keempat

setelah melalui uji kompetensi. Pelaksanaan uji kompetensi

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

G. Asesmen Komprehensif Khas Jawa Barat Pada Penentuar Seleksi

Administrasi BCKS

SeLain persyaratar yang sudah tertera pada Peraturan Dircktur
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikal dan

Kebudayaan Nomor 2601718.8 1.3/HK/2018 tentang Petunjuk Teknis

Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekotai, aspek Asesmen Komprehensif

Khas Jawa Barat juga digunakan dalam penentuan kelulusan seseorang

BCKS untuk dapat mengikuti Pendidikan da.r| Pelatihan Calon Kepa.la

Sekolah (Diklat Cakep). Hal ini ditentukan dari dua aspek asesmen yaitu,

revieut 360 dan taleft mopping.

Pola Ascsmen Komprehensif Khas Jawa Barat adalah dalam upaya

menyempurnakan penilaian atas did aeseorang dari berbagai aspek

kemampuan, sehingga seseorang memiliki penilaiar atas dirinya dari tiga

aspek utama tersebut.

Berikut beberapa tahapan pertimbangan penetapan CKS dan

Kepa.la Sekolah untuk menjadi Kepala Sekolah pada SMA, SMK, dan SLB

Negeri sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah delinitif dengran penilaian secara menyeluruh lrevieu
360) dengan zonasi kumulatif (ZK) penilaian, zo'ra 5, 6, atan 7

(Kuning, Oranye, atau Merah) dan Zona Talent Mapping (ZTM) 5, 6,

atau 7 (kuning, orange, atau merah) diturunkan pada

klasifikasi/urutan sekolah yang lebih rendah.

2. Kepala Sekolah definitif dengan penilaian secana menyeluruh lreuieu)

360l ZK da]] ZfM 4 (abu) diturunkan pada klasifikasi/urutan sekolah

yang lebih rendah atau tetap. Dalam hal kelompok KS, di atasnya

tidak ada yang ZK dan ZTM 3, 2, atau 1 (biru muda, biru atau hijau)

maka dinaiklan.

3. Kepala Sekolah definitif dengan penil,aian secara menyeluruh (revi.ew

360) dengan zonasi kumulatif (ZK) penileieq, zoI^a l, 2, atau 3 dan

Tana fM 1,2, atau 3 (hiiau, biru, atau biru muda) dinaikkan pada

klasifikasi/urutan sekolah yang lebih tinggi.

/)i
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4. Kepala Sekolah definitif yang masa tugasnya setelal periode IV atau

16 tahun dan melebihi batas aturan TMT (Permendikbud Nomor 6

Tahun 2018) maka bertugas menjadi Guru sesuei mata pelaja-ran

yang diampunya ditempatl<an di sekolah Lain, kecuali bagi mereka

yang maaa tugasnya berakhir pada tahun berjalan;

5. Guru yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah yang telah mernasuki

periode IV dapat direkomendasikan menjadi Pengawas SMA, SMK,

atau SLB apabila berusia di bawah 55 tahun, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

6. Kepala Sekolah eksisting TMT di bawah 2 (dua) tahun, tidak

dimutasikan.

7. Kepala Sekolah yang mutasi pada jabatan lain, tidak mampu secara

rohani darr jasmani yang dibuktikan dengan keterangan dari pihak

berwenarlg, dan/atau dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusan

pengadiLan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diberhentikan

dari kepala sekol,ah.

8. Kepala Sekolah yang terbukti secara sah dan meyakinkan mel,akukan

pelanggaran disiplin pregawai sesuai peraturan perundang-undangErn,

Kepala Sekolah ditugaskan penult menjadi Guru. Jika tidak terbukti,

maka Kepala Sekolah SMA, SMK, atau SLB dapat dipertimbangkan

melanjuttan sebagai Kepala Sekotah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

9. Kepala SMA, SMK, dan SLB eksisting TMT 4 (empat) talun ke atas

akan dilakukan mutasi sesuai penilaian Asesmen Komprehensif Khas

Jawa Barat.

H. Mekanisme Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah/Pengawas

Sekotah

Mekanisme pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah dapat

dilihat pada gambar diagram di bawah ini:

/) tJ
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Gambar 3. Mekanisme Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah

a. Iciteria dan Indikator Pertimbangan Pengargkatan Kepala Sekolah

Tabel 1

SEAAGA 1(5

No Kriteria Indikator

A. Khusus
Lulus p€ndidikan dan
pelatihan calon Kepala
Sekolah

Memiliki STTPP calon Kepala Sekolab
yarg ditaDdatangani oleh DiiektuJ
Jenderal GTK.

B. Umurr

a. Kesesuajan bidanS pendiditan forms.l
(sr/s2ls3).

b. Kesesuaiar! bidang pendidik8n non
fornxal yaug penah diikuti (Kursus-
kursus da.rr pel,atihan).

c. Kema-Bpuarl bahasa Inggris.
(ditunj'.kken dengan skor TOEFL,
TOEIC, IELTS yang pemai dipe.oleh).

2 Penga.la-man caloh
Kepala Sekolah yallS
releva! dengan
karalteristik
sekolahnya/ s€kolai
binaan

a. Pengalaman Eenjadi curu pada
sekolah yarg mcmiliki karakeristik
yang relatif sama.

b. Pengalaman menjadi Wakil Kepala
Sekolah/ Kepala Sekolah yang relevan
dencan SMA, SMK, atau SLB.

3 Relevansi visi d,sn misi
calon Kepa.la Sekolah
dengan ks-rakt€ristik
s€kolalmya/ sekolah
binaan,

Relevansi lrisi, misi, dan strategi dengan
kebutuhan penge@bargan sekol,ah yang
a.kan ditempati/sekolah yang al<an
dibinanya.

Kes€suaian syarat-
syarat Guru yang
diberi tugas sebagai
Kepala Sekolah untuk
celon Kepala Sekolal
darl Kepala Sekolah

a. Sehat jasmani dan rohani.
b. Tidat pernah atau sedang

mendapatkan hukuman disiplin PNS
sedang atau beraL

c. Hasil penilaian prestasi kerja {PPK)
dalqrn dua tahun teralhir "BaiF.

,x/ N

l. Iatar belakang
pendidikan/ kes,hlian

4.
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No Kritcria Indikator

khusus untuk calon
Pengawas Sekolah.

d. Hasil Penilaian Kineda Guru (PKG)
dalaE dua tahun tera-kh "Raik .

b. Pelaksanaan Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah

Petraksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah,

diatur sebagai berikut.

1) Anggota TPPKS mengumpulkan informasi tentang karakteristik

SMA, SMK, dan SLB yang membutuhkan Kepala Sekolah, dengan

pembagian tugas sebagai berikut:

a) Pengawas Sekolah fokus pada kondisi intemal sekolah (visi, misi

dan strategi sekoLah, kurikulum sekolah, pendidik dan tenaga

kependidikan, peserta didik, sarana dan praaarana, lingkungan

fisik dan budaya sekolsh);

b) Dewan Pendidikan fokus pada informasi tenta-ng kara-l.teristik

orang tua, lingkungan alam, dan sosial ekonomi serta budaya

masya-rakat.

2) Penyamaan persepsi tentang karakteristik satuan pendidikar dan

masyarakat di sekitamya di arltara anggota TPP melalui Focrzs

cruup Discl.ssion hasil pengumpulan informasi oleh TPP.

3) Memeriksa keabsahan STTPP Kepala Sekolah.

4) TPPKS menganalisis Daftar Riwayat Hidup dan uraian visi, misi,

dan strategi calon-calon Kepala Sekolah yang akan ditempatlan

untuk menilai:

a) Kesesuaian Latar bel,akarg pendidikar darr keahlian calon

Kepala Sekolah dengan karakteristik sekolah/sekolah binaan;

b) Relevansi pengalaman calon Kepala SekoLah dengan kondisi

sekolah/ sekolah binaan;

cl Relevansi visi misi dan stmtegi calon dengan karakteristik

sekolah/sekolah binaan;

d) Kesesuaian kemampuan bahasa dan budaya terhadap kondisi

sosial budaya masyarakat di sekitar sekolah;

e) Kesesuaian syarat-ayarat Guru yang diberi tugas tambahan

sebagai calon Kepala Sekolah;

0 Membuat rekapitul,asi dar rekomendasi hasil pertimbangan

pengangkatan Kepala Sekolah.

/
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PeLaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah ini
dapat diiadikar dasar untuk memberikan pertimbangan pengangkatan

Pengawas Sekolah.

c. PembuataJt Rekapitul,asi dan Rekomendasi Hasil Pertimbangan

Pengangkatan

Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekol,ah membuat

rekapitulasi nilai hasil pertimbangan pengangkatan calon Kepala

Sekolah. Hasil pertimbangan ini sekaligus merupa.kan rekomendasi

para calon Kepala Sekolah berdasarkan hasil pertimbalgan

pengangkatan.

Rekapitulasi darr rekomendasi hasil pertimbangan pengangkatan

selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)

melalui Dinas.

JAWABARAT, ufi
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